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Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pernerintah 
Daerah Kabupaten Cianjur telah menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 
2013 ten tang Penyertaan Modal Daerah Kcpada 
Perusahaan Dae rah Perkreditan Kccatarnan 
Kabupaten Cianjur; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi .Jawa 
Barat Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Perubahan 
Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan 
Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi 
Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, 
Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Cianjur 
berubah bentuk hukum menjadi PT Lembaga 
Keuangan Mikro Akhlakul Karimah; 

c. bahwa dalam rangka memperkuat struktur 
permodalan PT Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul 
Karimah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 
maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 
Tahun 2013 ten tang Penyertaan Modal Dae rah 
Kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecataman 
Kabupaten Cianjur perlu dilakukan penyesuaian, 
sesuai perubahan bentuk badan hukum Perusahaan 
Daerah Perkreditan Kecamatan Cianjur menjadi PT 
Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman·a 
dimaksud dalam huruf a huruf b, dan hu f c pe 
rnenetapkan Peraruran Daerah tentang Pe yerraan 
Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Lem ega 
Keuangan Mikro Akhlaku Karimah: 

: 1. Pasal 18 ayat (6) ndang- ndang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 19~5; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 entang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupa en Dalam 
Lingkungan Propinsi .Jawa Barat [Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah de-g--an 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 e tang 
Pernbentukan Kabupaten Purwakarta dan Kab pa en 
Subanz denaan menzubah ndana-Undana xomor 14 ::, ::, ::, ::, _, 

Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Diawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Rep blik 
Indonesia Nomor 2851 ); 

3_ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ten ang 
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nornor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200 
tentang Perubahan Atas Undang-Unda ngNomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200'"T Nomor 7 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor "T375); 

4_ Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2007 en ang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '"T 756); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 

6_ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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Pnsnl _ 

( 1) Pem .rint h Da er h melakukan Penyertaan Modal 
Oner h s b CT irnana dimaksud dalam Pasal 
dianaa rk m d l m Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah s lama 4 (ernpat] tahun sejak tahun anggaran 
_ 17 ~ nmpai d naan t hun anggaran 2020 
b irdns rkrm ren ana bisnis Perseroan Terbatas 
Lembnaa K uangan Mikro Akhlakul Karirnah yang 
menurut hnsil audit mernadai berdasarkan hasil 
pcm criksann 1 mbaga pemeriksa keuangan dan/ atau 
nkunt m publik, 

(2) Nilai perry rtaan modal daerah sebagaimana 
dimaksud p da , yat ( l) sebesar Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh mily ar rupiah). 

(") B esuran nilai p ny rtaan modal daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya disesuaikan 
d mgan kcmarnpuan keuangan daerah. 

P ~ nl l 
Pcmcrintah Ht;I\ h Kabupaten Cianjur melakukan 
penyc rtaan m dnl dncrah ke dalarn modal dasar 
PT Lemt ngn Keunngnn Mikro Akhlakul Karimah yang 
didiriknn b rdasnrkan Peraturnn Daerah Provinsi .Jawa 

amt N uu r - Tahun ~O 15 tcntanz Perubahan Bentuk 
Hukum Pt rusnhnan On .rah P rkreditan Kecamatan Hasil 
Kens li usi at u f\\ "rg r Menjndi Perseroan Terbatas 
Lem ng, Kcuanaan Mikro sertn Keputusan M .ntcri 
Hukum dun Hr\t\\ Nornor AHU-_468690.AH.O 1.01 Tahun 
~ 1 - t .ntruu; Peng 'S hem Pendirian Sadan Hukum 
Persero: n Ter ntns Lernb gn l\ euangan Mikro Akhlakul 
Knrimah. 

~\l· ~\ rUSKAN: 

~knctn k\n : l ERA\' RAN t\ER \H TENT \NG PENYERTAAN MODAL 
A· RAH \,> f ADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA 

K ~ AN "·\N WKR AKHLAKUL KARIMAH. 

~r, \ ·'\\\\ \\rn,, t ncrnl, l rovinsi Jawn Barnt Nomor 7 
'\,,\\\\\\ ·.J) rs tt'ntnnR I erubnhan Bcntuk Hukurn 
\ '\'\l~nhnnn \ twmh Perkreditan Kecarnatan Hasil 
\,\ \\~\ Hdn~i ntnn Mt rger Menindi Perseroan Tcrbatns 
\.\'\\\\ n~n \,(:'\H\"~nn ~1\ikr0 [Lembnrnn Daernh Provinsi 
,lnwn Barnt '\\\hun _o \ 5 Nomor 186 Seri E)~ 

\ en~nn Pcrsctujunn Bersamn 
BWAN Pr'\,\\·AK\L:\N hAK\'A'\' DAERAH KABUPATEN CIANJUR 

dnn 
hUl 1\ 1'l lANJUR 
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Pasal6 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Dae rah Kabupaten Cianjur Norn or 5 Tahun 2013 ten tang 
Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah 
Perkreditan Kecamatan Kabupaten Cianjur (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 5), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 5 
Dalam hal PT Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah 
mengalami perubahan, penyertaan modal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 tetap diberikan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 
Dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan 
Daerah Perkreditan Kecamatan Cianjur menjadi Pl' 
Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah, maka modal 
dasar yang semula modal dasar Perusahaan Daerah 
Perkreditan Kecamatan Cianjur beralih menjadi modal 
dasar PT Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah. 

Pasal 3 
Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagai 
penambahan modal dasar PT Lembaga Keuangan Mikro 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Lembaga Keuangan Mikro serta peraturan 
perundang-undangan lainnya. 

(4) . n Modal Dalam melakukan pencairan dana Penyertaa 
Daerah kepada Perseroan Terbatas Lembaga 
Keuangan Mikro Akhlakul Karimah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), PPKD terlebih dahulu harus 
memperhatikan hasil pemeriksaan l~mbaga 
pemeriksa keuangan dan/atau akuntan pubhk serta 
mendapat persetujuan Bupati. 
Akurnulasi Penyertaan Modal Oaerah kepada 
Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro 
Akhlakul Karimah sampai dengan 31 Desember 2014 
adalah Rp9.160.51 l.846,00 (sembilan milyar sera~us 
enam puluh juta rupiah lima ratus sebelas ribu 
delapan ratus empat puluh enam rupiah). 

(6) Tata cara pengaturan besaran penyertaan modal 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

(5) 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR, 
PROVINS) JAWA BARAT (9/ 188/2017) 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 11 

IRVAN RIVANO MUCHTAR 

ttd. 

Ditetapkan di Cianjur 
pada tanggal 2 Oktober 2017 

BUPATI CIANJUR, 

Pasal 7 
P~raturan Daerah ini mulai berlaku pada ta~ggal 
diundangkannya. Agar setiap orang mengetahwnya, 
~~merintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
101 dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Cianjur. 

,' #/,I 
/ 
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